
: 1. Undang-Undang Nomor' 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerab-daerab Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambaban lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubab terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk
setiap Desa;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Dompu tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Dompu Tabun Anggaran 2020;

BUPATIDOMPU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIAN
DANADESA SETIAPDESA DI KABUPATENDOMPUTAHUNANGGARAN2020

TENTANG

PERATURANBUPATIDOMPU
NOMOR 0'5 TAHUN2020

BUPATIDOMPU
PROVINSINUSATENGGARABARAT



Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
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BABI
KETENTUANUMUM

: PERATURANBUPATI DOMPU TENTANG TATA CARA
PEMBAGIANDAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA
SETIAPDESADI KABUPATENDOMPUTAHUNANGGARAN
2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor78);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

7. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
DompuTahun 2019 Nomor 10);
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Pasal4
(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf a dihitung sebesar 69 % (enampuluh sembilan
persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata
kepada setiap Desa secara nasional.

(2) Pagu Alokasiafirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara
proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Pasal3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja NegaraTahun Anggaran2020.

BAB II
PENETAPANRINCIANDANADESA

Pasal 2
RincianDana Desa setiap Desa di Kabupaten DompuTahun
Anggaran2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. AlokasiDasar;
b. AlokasiAfirmasi;
c. AlokasiKineQa;dan
d. AlokasiFormula.

dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pe1aksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.
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Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin
tinggi.

(3) Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa
dengan kinerja terbaik

(4) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah desa yang dipilih sebanyak 10%
(sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil
penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan
keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian
keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa,
dengan bobot:

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan
keuangan desa;

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana
desa;

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian
keluaran dana desa dan;

d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil
pembangunan desa.

(5) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan
persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas
wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa
dengan bobot :
a. 10% (sepuluh persen) untukjumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat

kesulitan geografis.
(6) Desa secara nasional merupakan data jumlah desa

mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam
Negeri.

(7~ Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari
data Indesk Desa membangun yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang desa.

(8) Data jumlah penc1uduk miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) bersumber dari lembaga yang
penyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang
statistik atau kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ekonomi.

(9) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan desa tertinggal dan desa
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(1)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6
huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total
pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang
pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang
APBDes.

Pasal 7

Pasal6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%;

dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot

35%.

Pasal5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam
pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan desa.

sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin terbanyak yang berada kelompok desa pada
desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh)
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(10) Angka kemisikinan desa dan tingkat kesulitan geografis
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rnasing
masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin desa
dan IKKdaerah KabupatenjKota.

(11) Data jumlah desa, data indeks desa membangun, dan
data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) disampaikan
kepada menteri keuangan Cq. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lama bulan Agustus
sebelum tahun anggaran berjalan.

(12) Dalam hal data jumlah desa, data indeks desa
membangun, dan data jumlah penduduk miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat
(10) tidak disampaikan sampai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penghitungan
rincian dana desa setiap daerah kabupatenjkota
menggunakan data yang digunakan dalam
penghitungan rmcian dana desa setiap daerah
kabupatenjkota tahun anggaran sebelumnya.
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Pasal 10
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap' Desa di
Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Dompu ini.

Z4

Z3

Z2

:::;AlokasiFormulasetiap Desa
:::;rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Dompu

:::;rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
KabupatenDompu.
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total Luas Wilayah Desa Kabupaten
Dompu.

= rasio IKGsetiap Desa terhadap IKGDesa
KabupatenDompu.
AlokasiFormulaKabupatenDompu.AFKab/Kota =

Keterangan:
AFDesa
ZI

Pasal9
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagaiberikut:
AF Desa = {(0,10 * ZI) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF

Kab/Kota

Pasal8

Alokasiformula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(2)Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b
dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan
dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap
total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa
dana desa secara swakelola.

(3)Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada
pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran
dana desa dan persentase capaian output dana desa.

(4)Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana
pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM,
perubahan status desa, status desa terakhir, dan
perbaikan jumlah penduduk miskin.



7

Pasal 11

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa
mengenai APBDes dari Kepala Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati Dompu menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan
konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya.

(6)Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II
secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUDke
RKDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa

mengenai APBDes; dan
b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
desa tahun anggaran sebelumnya.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan
paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase

BABIII
PENYALURANDANADESA
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Pasal 14
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana

Desa.
(2)Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 13
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber dayaj bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

BABIV
PENGGUNAANDANADESA

Pasal12
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai
dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah. Tertinggal, dan Transmiqrasi ).

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pacta saat evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenai APBDes.

capaian output dari seluruh kegiatan.
(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian

output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

(10)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kemen terian / lembaga terkait.
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BABV
SANKSI

Pasal 15
(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat
(5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
danJatau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3)Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa
tahap II tidak dilakukan.

(4)Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5)Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

(6)Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(7)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hrruf
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran danJatau penggunaan Dana
Desa.

(8)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
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Pasal17

(1)Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penunaaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sarna dengan 30%; dan

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan
dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf
c berlangsung sarnpai dengan berakhirnya tahun
anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD
dan rnenjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa.

(4)Bupati rnemberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
paling larnbat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalarn rancangan
APBDes tahun anggaran berikutnya.

(5)Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalarn rancangan
APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Dalarn hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelurn minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan, Bupati menyarnpaikan permintaan penyaluran
sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan,

(7)Dalarn hal Bupati tidak menyampaikan permintaan
penyaluran kembali sebagairnana dirnaksud pada ayat
(6), -sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kernbali.

Pasal 16
(1)Bupati rnenyalurkan kernbali Dana Desa yang ditunda

dalarn hal:
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BERITADAERAHKABUPATENDOMPU TAHUN2020 NOMOR : s ze
RI

Diundangkan di Do
pada tanggal (4 an ari 2020
SEKRETARIS AE UPATENDOMPU,

BUPATIDOMPU,

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal Ie Januari 2020

Peraturan Bupati In! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2)Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3)Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Kepala
KPPN selaku KPAPenyaluran OAKFisik dan Dana Desa.
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9 Sori Sakalo 711,367,000 . 322,412,000 1,033,779,000

.= Io Rem~~~_- -- -f-- -.:__-=-ill,367~ =- ~~~==--=__261,240,000 972,607,000
_ .!I. Ta~ll __ 7!_!!367,OOO ~ __: - ~_. 327,198,0~~ 1,038,565,000
_l~ ~I<?_ _ _ _ 711,36.7,000 ~ --= I-- - 338,448,OOQ. 1,049,815,000
l~.~~t!O __ 71ld~7,OOO --=-. 140,719,000 852,086,000
14 Tolo Kala 711,367,000 - 223,836,000 935,203,000

~J~S_on_gg~i~ -=-. -- 7"jj',367;ooo =-=-_--= -:. _:___~,167,000 r--~534,OOO
_J~ J:)_a~Ko~_ _ _ ___ 2_1_!_,367,OOO. ..:.._ 139,181,000 198,:>94,000 1,049,142,000

_!_?_ Soro ~rat._ . .~. ?L!_,,36?,OOO I- 312,321,000 1,023.688.000
_~~~B_Q_~ . __ _?II,367,OOO 139,181,000 190,452,000 1,041,000,000
._19 _Q_a!!_a_ __ _ _ .?1~67,000 _"':"1- 238,481,000 949,848,000
_~O _H~ _.711,36~~ ._. __ . 510,618,000 1,221,985,000
_.~ ~du __ ___ Z_!_!_._367.000__ '~_ 1- :.. 179,839,000 891.206,000

•

~.~2 ~e!!,~J!!:y_!\__. ._ ~ 21.!..36I~ __ . . 210,524,000 921,891,000
_21Mera~_. 711,367,000 r'--- 189,914,00o__ . 901,281,000
._ ..?.± Jal~ __ ._!} 1,367,00Q_t----. 274,236,000 985,603,000
_ 25 §_awe__ ._. . 7_!.!,.367,OOO --_._:_f-- 145,061,000 856,428000

26 Malaju . I- _ 2_I_1_,367,Q9_Q___._. 1--_. 381,711,000 1,093,078,000
27 Lasi 711,367,000 355,071,000 1,066,438,000

~~ ~b~~ . _ ~_ -71-1:367,000 ---- - --~. - 384,810~OOO 1,096,177,000
291,iwu 71-1;367,000- - ----- --:-------------'269,13s:OOo ~-____gso:S05:Oo6-

-_-~6t~~PE-=.. ---- - - ~ 7iT,367,OOO -- -- ----: - 139,181,000' 306,180,000 1,156,728,000
31 Kramat 711,367)>00-1-- -~-.--:- _. -- ---=-. 246,422,000 957,789,00('-
32 Saneo 711,367' 0-00- - __- ---- - . 139,181,000 484,877,000 1,335,425,000

- 33 W;-wo~d~":;_;- -- 711,367,000 -.- ~ -. -- -=. -- - 336,837,000 1,048,204,000
-.--- - --- - - - - - -~ --:_- -. - -- ~ -- -- --- -~--~-I----=:-?-=-='-'-'--=:-':":'\--__C;-'-C'-'-==:'::":'-'-':c':'-=-
____l_4_~a~_. 7!_1,367,~ - 1--__ 283,144,000 994,511,000
_ ~5 ~C>_~~. _ _ _ __ _7_1!d367,O!?Q_ - -I--------. 1--. 420,302,000 lJ.:D_,_~~,OOO
__ 3~ Bar_ll_. . 7l!!;.~~7,OO~_t- . - - 427,072,000 1,138,439,000
_..I!. .!'-'IadaPra~___ _ _ 71 ~!~67!~~ __ .__ . -_ 344,573,000 1,055,940,000
_~I! Riw~_ _ 71!_,367!~f-- " ...: _J~,181,000 384,683,000 1,235,231,000
_~~Ml!.n:'~___ 71~367,O~ _ 506,279,000 1,217,646,000
_4QSe~_~_ _ _ 711,327'~~f-- _ _ _ __.:.~.. ....:.. 231,531,000 942,898,000

___~~.R!l!>aBa}{~_.__ 711,367,000 - ___:_ 232,500,000 943,867,000
42 Baka Java 71 C367;cioo 1-- - --- -__---.-- . - 518,330,000 1,229,697,000

-_~~ P~~~!---~=- _:::_-=-_~ _ _ .:711_,3~7,.OOO_.~. - - - -- f-.:__ =-=::::::-_--== 670,795,000 1,382,162,000
4~ Nangamir<?~_ _ 711,367,000 338,796,000 1,050,163,000
_4~~di!t<!i.__ _ _ 711~3~.OQ~: ~-=-~ =-_~ -:..--=----:-.::==---=--=- ...::=_ _ 414,957,000 .__ 1,126,324,000
46 BeringinJaya __~'!_I,:_3~.QO_Q_t-. ._ - -:... 269,584,000 __ 980,951,OOQ

•
- 47 S~riNo~o--.- JJ 1,~67,O_0_Q_ :_~ ._ ...:..__ 333,912,000 1,045,279,000
-=-4il'J~~~ =- ~~ 711,36?}_lD_Q_~ _~ .__ . 139.181,000 290,623,000 1,141,171,000
__19 ,?oro P.eti . 711,367,000 - 496,308,000 1,207,675,000
_~ ~~~mbo ~ __~1 I:.367,QO~=· - ~=:---'-:-;.-.:___ ~_ 135,851,000 847,218,000
~. K~dindi Barat ._!ll,~67,OO_Q . ~ -=-I-- '__ . 238,029,000 __ 949,396,000
_.2~_Nan~ara _ __ _ 711,,367,009 r-' - _. :..._ 206,809,000. __ ~8,1:_~
.2~Se>_ri~~~~ _ _ 711.,;!67,QQ_Q_~ _1~13,~4,000 --'-__:_r---' 306,.185,000 2,130,996,000
_._~~ g_<ilabai_ _ __ 711,367,000 - 244,167,000 955,534,000

55 Soriutu 71 I,367,000-t- ------ ~- --__--- - 326,738,000 1,038,105,000
_-i~.i~gg_~-=--~_. 7'11J6_~QQi[~-:-- - --=.- .-=.~-=-= _-_.= __ .-_-_____:_ 218,161,000 929,528,000
._ ~5.J.~~a!!&~c>___ _ 7_11,~67,OQg_. . ~ - ~46!722,000____L058,089,OOO
_ _§~Lan£!Jay'a_~ ,?:1!,~67,OQO. -__ ~ ._-=-I_ 280,703,000 992,070,002 _
_ ~ Suka Dama_i_.__ . _ ~2.! 1!367,00Q__ . :.. 139,181,000 285,956,000 1,136,50~,OOO

__2QNusaJay~_ 711,367,000 174,132,000 885,499,000
_ _§_1_Daramelo _. __ . iJl;~I,_Q()(f :_-.:_---____. _~_~ ..~_----;-~- -=.._ ... . 256,126,000 967,493,000
_g~~atumpu' 1- _.~ 711d67,020 __ .__ . . __ -=- __ 267,723,000 979,090,QQQ_
1--.63 ~pasi Meci _ _ _711,367,OO_~_. _: ... ..:.. 192,901,000 904,268,000
~_~!?i~ _?~I_,~7,OOO .--=-- ._ 246,144,000 957,511,000
~ ~m.i':l_ll__ . __ ~.?_llt3_~7,002 1-' ._. ... 171,388,000 882,755,000
_~66.l'anju ._+. _._?.!1!:_327,0D_()_t- . .:_+__ 207,580,000 918,947,000
_.!g Rangge>_____ _ ___ ~ll_.:3§7,00_0 . ..:. ____:_ 220,384,000 931,751,000
I--~ 0'-mbu ?_11.,367,O~~ __ .. .=-___ - 284,574,000 995,941,000
~.~_ll_a~ ~!J,367,OOO ---=- 190,199,000 r- 901,566,000
1._2Q Lune ?!.!,_36I,000.r-. =- 141,382,000 852,749,000
~_! ~~k_a__ .__ . ?.!I_,;367,OOO___ - 173,935,000 885,302,000

72 Tembal Lae 711,367,000 202,022,000 913,389,000
Total 51,218,424,000 1,113,444,000 1,113,448,000 20,784,291,000 74,229,607,000
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